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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4440; 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi 
Sulawesi Tenggara {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5415); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 ayat (3) Peraturan 
Bupati Nomor ... Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Konawe Kepulauan; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN 
NOMOR xs. TAHUN 2018 

TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM 
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

. • 

Mengingat 

Menimbang 



dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai 
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan 
pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan 
secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan 
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; 

. 
"' 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

4 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat 
! SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 

PETUNJUK PELAKSANMN PENYELENGGARAAN SISTEM 
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PERATURAN Menetapkan 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 
2016 Nomor 3). 

11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 
Nomor ..... ) 

,, 



dalam rangka 
kegiatan telah 

penyelenggaraan tugas dan fungsi orgamsasi 
memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, 
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap 

- 

i 

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara 

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan 

tata kepemerintahan yang baik; 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan 

prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

4. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan; 

5. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan; 

6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya 

disingkat BPKP, adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden; 

7. Satuan Organisasi erangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD 

adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Konawe Kepulauan; 

8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 
Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lainnya; 

9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab 
langsung kepada Bupati; 

10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti 
yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional 
berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, 
kredibilitas, efektifitas, efisien dan keandalan informasi pelaksanaan 

· tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; 
" 11. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 

memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan; 

12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau 
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang 
telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan; 

13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program 
atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; 



KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 BERITA DAERAH KABUPATEN 
NOMOR ... 

. • 

Diundangkan di Langara 
pada tanggal, 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
"' .... KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN, 

/ 

Ditetapkan di Langara 
pada tanggal, 2018 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

Pasal4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe 
Kepulauan. 

Pasal3 
Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi 
SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam 
melakukan langkah-langkah penerapan SPIP. 

• 

Pasal2 

(1) Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan bagi setiap Satuan Tugas 
SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. 

(2) Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I clan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

14. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi 
mengenai pengawasan, pendidikan clan pelatihan pengawasan, 
pembimbingan clan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan clan 
pemaparan hasil pengawasan; 



Salinan sesuai aslinya 
KEPALA BAGNKUM SETDA, 

SAINUL, SH., MM. 
NIP. 19670401 199703 1 007 

KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 BERITA DAERAH KABUPATEN 
NOMOR ... 

Diundangkan di Langara 
padatanggal, 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN, 

Ditetapkan di Langara 
pada tanggal, 2018 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

Pasal 4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe 
Kepulauan. 

Pasal 3 

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi 
SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam 
melakukan langkah-langkah penerapan SPIP . 

Pasal2 
(1) Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan bagi setiap Satuan Tugas 

SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. 
(2) Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

14. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi 
mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, 
pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan 
pemaparan hasil pengawasan; 

. 
' 

... 



B. Maksud dan Tujuan 
Maksud ditetapkannya petunjuk pelaksanaan mi adalah 

melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor .... 
Tahun 2018- tentang Penyelenggaraan Sistem Peng-endalian Intern 
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat (3) yang 
mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk 
Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP diatur dengan Peraturan Bupati. 
Adanya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan penyelenggaraan kegiatan 
dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif, efisien, transparan, dan 
akuntabel. 

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah tersedianya 
pedoman bagi SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe 
Kepulauan dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan kerja masing- 
masing, sehingga penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, 
dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. 

A. Latar Belakang 
Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) wajib melakukan dan 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing- 
masing agar penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan secara tertib, 
terkendali, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

Keterbatasan dan hambatan dalam pelaksanaan SPIP pada umumnya 
disebabkan oleh: 
1. Pimpinan SOPD belum memprioritaskan penyelenggaraan SPIP; 
2. Pemaknaan terhadap pelaksanaan SPIP belum mendukung terciptanya 

lingkungan pengendalian yang memadai; 
3. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dilakukan oleh personil di SOPD. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten 
Konawe Kepulauan telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor ... 
Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 
(1), ayat (2) dan ayat (3l dalam Peraturan Bupati tersebut, diperlukan 
suatu petunjuk pelaksanaan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh 
SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam 
melaksanakan pengendalian intern yang disesuaikan dengan karakteristik 
masing- masing SOPD yang meliputi tugas, fungsi, sifat, tujuan, dan 
kompleksitasnya. 

BAB I 
PENDAHULUAN 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN 
NOMOR TAHUN 2018 
TANGGAL 2018 
TENT ANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM 
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

... 

• 

.. 



B. Strategi 
Strategi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam penerapan 

SPIP adalah sebagai berikut: 

. 
e A. Kebijakan 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam 
penerapan SPIP adalah melakukan implementasi SPIP untuk seluruh 
SOPD secara bertahap dengan menjadikan beberapa SOPD sebagai 
percontohan. 

BAB II 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENERAPAN SPIP 

Menjelaskan prosedur dalam melakukan pemetaan / diagnostic 
assessment untuk mendapatkan gambaran yang lebih 
mendalam kondisi SPIP dan area yang akan dikembangkan 
di Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. 
Tahap Pelaksanaan SPIP 
Menjelaskan infrastruktur yang harus dibangun dalam 
penerapan unsur-unsur S.PIP dan intemalisasinya ke dalam 
aktivitas kegiatan di Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. 
Organisasi dan Pelaporan 
Menjelaskan struktur organisasi satgas SPIP baik tingkat 
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan maupun tingkat 
SOPD dan laporan yang harus dibuat dalam rangka penerapan 
setiap unsur SPIP. 
Penutup BabVll 

Bab VI 

BabV 

Bab II 

Bab I Pendahuluan 
Menjelaskan latar belakang perlunya petunjuk pelaksanaan 
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, maksud dan 
tujuan serta sistematika petunjuk pelaksanaan. 
Kebijakan dan Strategi Penerapan SPIP 
Membahas mengenai Kebijakan Pemerintah Kabupaten 
Konawe Kepulauan dalam penerapan SPIP serta strategi yang 
akan dilaksanakan. 

Bab Ill Tahapan Penerapan 
Menjelaskan mengenai tahapan yang harus dilalui oleh 
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan seluruh SOPD 
dalam mengembangkan dan menerapkan SPIP, dimulai dari 
tahap pemahaman sampai dengan pengembangan berkelanjutan 

.. Bab IV Pemetaan Kond.isi SPIP I Diagnostic Assesstment 

C. Sistematika Penyajian 

Sistematika yang digunakan dalam petunjuk pelaksanaan ini adalah 
sebagai berikut: 
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Langkah-Iangkah tersebut di atas dilaksanakan oleh Satgas SPIP di 
tingkat Pemerintah Kabupaten yang sekretariatnya berada di Inspektorat 
Kabupaten Konawe Kepulauan. Adapun hasilnya berupa komitmen 
bersama untuk menerapkan SPIP berdasarkan Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Bupati, Keputusan Bupati tentang Satgas SPIP di tingkat 
Pemerintah Kabupaten dan Keputusan Kepala SOPD tentang Satgas SPIP 
di tingkat SOPD, serta laporan kegiatan penerapan SPIP. 

Pemahaman (Knowing) 

Tahap pemahaman dan penyamaan persepsi mengenai SPIP dilakukan 
melalui sosialisasi SPIP yang melibatkan seluruh tingkatan pegawai. 
Sosialisasi dilaksanakan oleh instansi pemerintah pembina 
penyelenggara SPIP atau instansi pemerintah lainnya yang berkompeten 
setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah pembina penyelenggara 
SPIP. 
Langkah-langkah: 
1. Melakukan sosialisasi, serta pendidikan dan latihan; 
2. Menyusun Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan SPIP di 

Lingkungan Pemerintah Daerah; 
3. Membentuk Satuan Togas SPIP untuk tingkat Pemerintah 

Kabupaten dan tingkat SOPD; 
4. Menyusun Juklak Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Konawe Kepulauan; 
5. Melakukan diskusi, bimbingan teknis, workshop & Focus Group 

Discussion (FG D). 

.. 

Penerapan SPIP dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap 
persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. 
A. Tahap Persiapan, ditujukan untuk memberikan pemahaman dan 

pemetaan terhadap penerapan SPIP. 

BAB III 
TAHAPAN PENERAPAN 

1. Melakukan kerjasama dengan BPKP selaku Pembina SPIP untuk 
melakukan sosialisasi maupun bimbingan teknis serta mendampingi 
Satuan Togas (Satgas) SPIP Kabupaten Konawe Kepulauan dalam 
implementasi SPIP di beberapa SOPD yang menjadi percontohan; 

2. Satgas SPIP Kabupaten Konawe Kepulauan memfasilitasi untuk 
pembentukan Satgas SPIP SOPD, melakukan sosialisasi dan 
mendampingi Satgas SPIP SOPD dalam implementasi SPIP untuk 
seluruh SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe 
Kepulauan. 



Pembangunan infrastruktur merupakan syarat mutlak sebelum 
dilakukan implementasi unsur-unsur SPIP. Pada tahapan ini, peta sistem 
SPIP dibahas sehingga dapat diperoleh umpan balik mengenai rencana 
tindak penerapan SPIP. Pembahasan peta sistem SPIP dapat dilakukan 
melalui workshop. 
Langkah-langkah: 

1. Umpan balik hasil pemetaan, metode workshop; 
2. Membuat kebijakan dan prosedur mengenai SPIP sesuai dengan hasil 

pemetaan; 
3. Pengembangan kompetensi SDM, metode: pendidikan dan pelatihan 

serta bimbingan teknis. 

Pembangunan lnfrastruktur 

B. Tahap Pelaksanaan, merupakan tindak lanjut atas pemetaan yang 
meliputi pembangunan infrastruktur dan intemalisasi. 

Pemetaan Kondisi SPIP I Diagnostic Assessment 

Pemetaan dilakukan untuk mengetahui kondisi Sistem Pengendalian 
Intern pada instansi pemerintah sebelum penerapan SPIP dan 
menghasilkan identifikasi mengenai unsur-unsur SPIP yang telah 
diterapkan, unsur-unsur SPIP yang penerapannya belum memadai dan 
unsur-unsur SPIP yang belum diterapkan untuk dijadikan dasar dalam 
menyusun rencana tindak penerapan SPIP. Hasil pemetaan 
dituangkan dalam dokumen Pemetaan SPIP yang berisi tahap proses 
manajemen, proses yang perlu dikendalikan, potensi risiko dalam proses, 
unsur dan sub unsur SPIP yang diperlukan untuk pengendalian dan 
infrastruktur yang diperlukan . 

Pada tahap ini, data sebagai dasar untuk melakukan pemetaan 
diperoleh melalui beberapa cara, antara lain melalui reviu dokumen, 
wawancara, kuesioner, observasi, dan focus group discussion. Data yang 
diperoleh tersebut harus dilakukan uji silang (cross check) untuk 
memastikan validitasnya. 

Langkah-langkah: 
1. Identifikasi Sistem Pengendalian Intern dilakukan dengan metode 

reviu dokumen, wawancara, kuesioner, observasi, FGD; 
2. Memetakan kondisi Sistem Pengendalian Intern sebelum penerapan 

SPIP untuk menentukan : tahap proses manajemen, proses yang 
perlu dikendalikan, potensi risiko dalam proses, unsur dan sub 
unsur SPIP yang diperlukan untuk pengendalian dan infrastruktur 
yang diperlukan, baik meliputi unsur-unsur yang telah diterapkan, 
unsur yang belum memadai maupun unsur yang belum diterapkan 
sama sekali; 

3. Menyusun rencana tindak dan kerangka SPIP yang sesuai hasil 
pemetaan. Langkah-langkah tersebut di atas dilaksanakan oleh Satgas 
SPIP di tingkat Pemerintah Kabupaten, Satgas di tingkat SOPD. 
Adapun hasilnya berupa Peta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
/ Laporan Diagnostic Assessment. 
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Pengembangan Berkelanjutan 
Pada tahap pengembangan berkelanjutan, SPIP yang telah 

diimplementasikan ke dalam instansi pemerintah harus tetap dipelihara 
dan dikembangkan secara berkelanjutan. Pada tahap ini perlu dilakukan 
proses monitoring dan evaluasi penerapan SPIP untuk memastikan 
sistem yang ada telah mencukupi dan tetap berfungsi dengan efektif. 

1. Pelaksanaan kegiatan; 
2. Hambatan kegiatan; 
3. Saran dalam mengatasi hambatan; 
4. Tindak lanjut atas saran periode sebelumnya. 

Langkah-langkah tersebut di atas dilaksanakan oleh Satgas di tingkat 
Pemerintah Kabupaten dan Satgas di tingkat SOPD. Pelaporan tersebut 
menghasilkan laporan penyelenggaraan SPIP. 

C. Tahap Pelaporan clan Pengembangan Berkelanjutan. 
Pela po ran 
Laporan bersifat periodik dan melaporkan secara keseluruhan mengenai 
kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka 
penyelenggaraan SPIP. Laporan ini merupakan hasil kompilasi dan 
analisis dari dokumentasi penyelenggaraan semua sub unsur SPIP dalam 
suatu kurun waktu tertentu. Laporan tersebut memuat informasi antara 
lain: 

Langkah-langkah: 
1. Mengembangkan unsur-unsur SPIP sesuai hasil pemetaan; 
2. Menerapkan unsur-unsur SPIP yang telah dikembangkan ke dalam 

pelaksanaan kegiatan organisasi. 
Langkah-langkah tersebut di atas dilaksanakan oleh Pimpinan SOPD dan 
Satgas di tingkat SOPD. Internalisasi tersebut menghasilkan laporan 
pengembangan unsur-unsur SPIP. 

lntemalisasi 
Internalisasi adalah suatu proses yang dilakukan instansi pemerintah 

untuk membuat kebijakan dan prosedur menjadi sebuah kegiatan 
operasional sehari-hari dan ditaati oleh seluruh pejabat atau pegawai. 
Pada tahap ini, dilakukan implementasi unsur-unsur SPIP yang diawali 
dari pengembangan terhadap unsur-unsur SPIP dengan mengacu kepada 
hasil pemetaan SPIP pada tahap membangun infrastruktur. 

Langkah-langkah tersebut di atas dilaksanakan oleh Pimpinan SOPD dan 
Satgas di tingkat SOPD-. Pembangunan infrastruktur tersebut di atas 
menghasilkan kebijakan dan prosedur untuk masing-masing unsur dan 
sub unsur SPIP. 



B. Sasaran dan Ruang Lingkup 
1. Sasaran 

Sasaran pemetaan/ diagnostic assessment ini untuk mengetahui 
area-area yang memerlukan pengembangan dan perbaikan sebagai 
dasar implementasi SPIP secara integral dalam seluruh aktivitas 
manajemen Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. 

2. Ruang Lingkup 

Pemetaan/ diagnostic assessment di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Konawe Kepulauan dilakukan secara bertahap, diawali 
pada 3 (tiga) SOPD yaitu: Bappeda, DPPKA, Diknas & Kebudayaan 
dan selanjutnya dilakukan di seluruh SOPD. 

C. Langkah-langkah dan Prosedur Pemetaan 
Langkah-langkah pemetaan/ diagnostic assessmet ini adalah : 
1. Mengidentifikasi kondisi Sistem Pengendalian Intern yang 

ada melalui metode reviu dokumen, kuesioner, wawancara dan 
observasi; 

2. Memetakan kondisi Sistem Pengendalian Intern yang ada ' untuk 
mengetahui keberadaan infrastruktur dan tingkat penerapan SPIP, 
dengan tingkatan telah diterapkan, belum memadai, atau belum 
diterapkan; 

A. Pengertian dan Tujuan 
Pemetaan/ diagnostic assessment adalah diagnosis awal yang 

dilakukan untuk mengetahui kondisi Sistem Pengendalian Intern pada 
instansi pemerintah. Penilaian terhadap kondisi Sistem Pengendalian 
Intern yang ada mencakup keberadaan infrastruktur maupun 
implementasi/ internalisasi SPIP pada suatu instansi pemerintah yang 
mencakup antara lain pedoman, kebijakan dan prosedur yang dimiliki 
instansi pemerintah terkait penyelenggaraan SPIP. 

Tujuan pemetaan / diagnostic assessment penerapan SPIP instansi 
pemerintah adalah sebagai berikut: 
1. Mendapatkan gambaran keberadaan infrastruktur SPIP instansi 

pemerintah; 
2. Mendapatkan gambaran penerapan SPIP instansi pemerintah; 
3. Mendapatkan gambaran hal-hal yang harus diperbaiki atau 

dibangun ( area of improvement). 

BAB IV 
PEMETAAN KONDISI SPIP / DIAGNOSTIC ASSESSMENT 

Langkah-langkah: 

1. Monitoring dengan metode antara lain: supervisi, pembandingan, 
dan rekonsiliasi 

2. Evaluasi: evaluasi atas penerapan SPIP secara terpisah. 
Langkah-langkah tersebut di atas dilaksanakan oleh APIP. Pelaporan 
tersebut menghasilkan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi. 



d. Pelaksanaan pemetaan/ diagnostic assessment 
Pelaksanaan pemetaan/ diagnostic assessment dilakukan dengan 
teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, observasi 
dan reviu dokumen. Pengumpulan data terkait penerapan SPIP, 
antara lain: dokumen renstra, struktur organisasi, kebijakan 
akuntansi, Peraturan Perundang- undangan, serta laporan basil 
audit/evaluasi yang pernah dilakukan di SOPD. 

c. Pemaparan desain pemetaan/ diagnostic assessment kepada 
instansi terkait 
Setelah desain pemetaan/ diagnostic assessment dan jadwal waktu 
disepakati, satgas melakukan sosialisasi desain 
pemetaan/ diagnostic assessment kepada seluruh jajaran pejabat 
struktural dan staf yang ditunjuk oleh kepala SOPD. Pemaparan 
bertujuan untuk mendapatkan persamaan persepsi antara tim 
pemetaan/ diagnostic assessment dengan jajaran pejabat 
struktural dan staf terkait pelaksanaan pemetaan / diagnostic 
assessment. 

Sebelum dilaksanakan pemetaan/ diagnostic assessment perlu 
dibuat desain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat 
desain pemetaan/ diagnostic assessment, antara lain: 
1) Latar belakang (memuat alasan pelaksanaan 

pemetaan/ diagnostic assessment); 
2) Tujuan dan manfaat pemetaan/ diagnostic assessment; 
3) Ruang lingkup pemetaan/ diagnostic assessment; 
4) Metodologi pemetaan/ diagnostic assessment; 
5) Tahapan dan jadwal waktu pemetaan/ diagnostic assessment; 
6) Sistematika pelaporan; 
7) Rencana anggaran pemetaan/ diagnostic assessment dan 

pembebanannya; 
8) Susunan tim pemetaan/ diagnostic assessment. 

3. Menyusun rencana aksi sesuai kerangka SPIP yang ada. 

Adapun prosedur pemetaan/ diagnostic assessment secara rmci 
adalah sebagai berikut: 

a. Persiapan 

Dalam pelaksanaan pemetaan/ diagnostic assessment, Pemerintah 
Kabupaten Konawe Kepulauan dapat melakukan sendiri dengan 
mengefektifkan Satgas penyelenggaraan SPIP yang telah dibentuk, 
baik satgas tingkat pemerintah Kabupaten maupun satgas tingkat 
SOPD. BPKP selaku instansi pembina SPIP dapat membantu 
pelaksanaan pemetaan/ diagnostic assessment tersebut. 

b. Penyusunan dan pembahasan desain pemetaan/diagnostic 
assessment 
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Pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui pembangunan 
kebijakan dan prosedur, sedangkan internalisasi adalah proses yang 
menjadikan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari kegiatan 
operasional sehari-hari dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan 
keputusan di SOPD. Tahap pelaksanaan SPIP yang meliputi infrastruktur 
yang seharusnya dibangun dan internalisasi untuk masing-masing unsur 
dan sub unsur SPIP dapat dilihat pada Lampiran. 

Lampiran Tahap Pelaksanaan berupa tabel yang berisi tentang 
uraian Pembangunan Infrastruktur yang seharusnya dibangun dan 
Internalisasi masing-masing unsur dan sub unsur, merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Konawe Kepulauan 
Nomor ... tahun 2018 ten tang Petunjuk Pelaksanaan SPIP . 

Pemetaan/ diagnostic assessment menghasilkan peta SPIP di 
Kabupaten Konawe Kepulauan yang memberikan gambaran keberadaan 
infrastruktur SPIP yang telah dibangun, gambaran penerapan SPIP dan 
hal-hal yang harus diperbaiki atau dibangun (area of improvement). 

Langkah selanjutnya dalam penerapan/ implementasi SPIP adalah 
tahap pelaksanaan yaitu berupa pembangunan infrastruktur dan 
intemalisasi atas hal-hal yang belum memadai penerapannya maupun yang 
belum diterapkan sama sekali, berdasarkan hasil pemetaan/ diagnostic 
assessment. 

BABV 
TAHAP PELAKSANAAN SPIP 

g. Penyusunan laporan hasil pemetaan/dtagnostic assessment 
Tim menyusun laporan hasil pemetaan/ diagnostic assessment 
kemudian disampaikan kepada SOPD. 

f. Pembahasan hasit pemetaan/diagnostic assessment dan rencana 
aksi 
Berdasarkan hasil analisis, tim melakukan pembahasan area of 
improvement dengan jajaran pejabat struktural sehingga dapat 
dirumuskan simpulan pemetaan/ diagnostic assessment dan 
rencana aksi yang akan dilakukan guna menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan dalam penerapan SPIP yang 
teridentifikasi pada pemetaan/ diagnostic assessment. 

e. Analisis data hasil pemetaan/ diagnostic assessment 
Setelah data pelaksanaan pemetaan/ diagnostic assessment SPIP 
terkumpul dan mencukupi, tahap berikutnya adalah melakukan 
analisis. Hasil analisis harus memenuhi tujuan pemetaan/ 
diagnostic assessment tersebut di atas. 



- '-· ... -~- • - • < 0 • L ,-~ L• ,- 

A. Organisasi 
Dalam membangun Sistem Pengendalian Intern, Pemerintah 

Kabupaten Konawe Kepulauan membentuk Satuan Togas SPIP yang 
antara lain bertugas membangun infrastruktur SPIP. Satuan Togas 
SPIP ditet.apkan dengan Keputusan Bupati dan ditindaklanjuti 
pembentukan Satuan Togas SPIP di tingkat SOPD dengan 
Keputusan Kepala SOPD. 
Struktur organisasi satuan tugas SPIP pada tingkat Pemerintah 
Kabupaten Konawe Kepulauan dan tingkat SOPD adalah sebagai 
berikut: 
1. Struktur organisasi pada tingkat Pemerintah Kabupaten Konawe 

Kepulauan, terdiri dari: Pengarah/Penasehat; Ketua Tim; Sekretaris 
Tim; Koordinator Teknis; Anggota; Staf Sekretariat. 

Uraian tugas pada masing-masing stru-ktur tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Pengarah/Penasehat, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Konawe Kepulauan, yang mempunyai tugas memberikan arah 
kebijakan penerapan SPIP Pemerintah Kabupaten Konawe 
Kepulauan. 

b. Ketua Tim, adalah Inspektur Kabupaten Konawe Kepulauan, yang 
mempunyai tugas: 
1) Mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk 

mendesiminasikan SPIP; 
2) Mengkoordinasikan penyusunan Petunjuk Teknis Penerapan 

SPIP yang berpedoman pada Petunjuk Teknis BPKP; 
3) Mengkoordinasikan dan mengarahkan pembangunan 

sert.a pengembangan SPIP di SOPD; 
4) Mengkoordinasikan dan mengarahkan pembangunan 

infras.truktur serta internalisasinya di SOPD~ dan 
5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan pengimplementasian 

SPIP di SOPD. 
c. Wakil Ketua, adalah Kepala Bagian Hukum Sekret.ariat Daerah 

Kabupaten Konawe Kepulauan, yang mempunyai tugas : 
Membantu Ketua Tim dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 
SPIP di SOPD 

d. Sekretaris, adalah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 
Kabupaten Konawe Kepulauan, yang mempunyai tugas: 
1) Menyiapkan dan menyusun jadwal dan tata kelola 

pelaksanaan semua kegiatan Satgas; dan 
2) Menyusun laporan penerapan SPIP di Pemerintah Kabupaten 

Konawe Kepulauan. 
d. Koordinator Teknis, adalah Inspektur Pembantu Bidang Sarana 

dan Prasarana pada Inspektorat Kabupaten Kabupaten Konawe 
Kepulauan, yang mempunyai tugas: 
1) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan berbagai 

instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP; dan 

BAB VI 
ORGANISASI DAN PELAPORAN 



2} Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas 
Penyelenggaraan SPIP. 

e. Anggota, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan 
mempunyai tugas: 

1) Melakukan pemetaan/ diagnostic assessment; 
2)- Melakukan rekapitulasi penilaian risiko di setiap SOPD; 
3) Menyusun petunjuk teknis penerapan SPIP; dan 
4) Memberikan pengarahan dalam implementasi SPIP. 

f. Staf Sekretariat, adalah pejabat/ staf yang ditunjuk oleh Bupati 
dan mempunyai tugas: 

1) Menyusun jadwal dan tata kala pelaksanaan kegiatan Satgas; 
dan 

2} Menyusun laporan penerapan SPIP. 
2. Struktur organisasi pada tingkat SOPD meliputi: Penanggung 

jawab; Ketua; Sekretaris; Anggota; Sekretariat. 
Uraian tugas pada masing-masing struktur tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Penanggung jawab, adalah pimpinan SOPD bertugas dan 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPIP di SOPD; 
b. Ketua, adalah Sekretaris/Kepala Bagian yang membawahi Sub 

Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai 
tugas: 

1) Mensosialisasikan SPIP kepada seluruh pegawai di lingkungan 
SOPD; 

2) Menjadi agen perubahan (agent of change) dalam menerapkan 
SPIP di SOPD; 

3) Membantu pelaksanaan pemetaan/ diagnostic assessment 
oleh Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan; 

4) Melaksanakan penilaian resiko di SOPD; 
5) Membangun infrastruktur SPIP di SOPD; 
6) Bersama-sama seluruh pegawai menginternalisasikan dan 

mengimplementasikan SPIP; dan 
7) Membuat laporan penerapan SPIP. 

c. Sekretaris, adalah pejabat struktural yang membidangi 
program/keuangan/ kepegawaian yang ditunjuk oleh pimpinan 
SOPD kecuali pada Satuan Palisi Pamong Praja dan Linmas 
mempunyai tugas: 
1) Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas 

Penyelenggaraan SPIP SOPD yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; 

2) Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan 
rencana kerja; 

3) Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan 
penyelenggaraan SPIP di SOPD; dan 

4) Membantu ketua Satgas dalam membuat laporan 
pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP di SOPD. 

• 
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BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

Petunjuk Pelaksanaan SPIP digunakan sebagai acuan dalam rangka 
menerapkan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Konawe Kepulauan. Setelah petunjuk pelaksanaan SPIP 
ditetapkan dan diberlakukan, maka setiap SOPD di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Konawe Kepulauan wajib melaksanakannya. 

• Dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern di lingkungan SOPD, dilakukan pengawasan atas 
penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan. 

Petunjuk Pelaksanaan SPIP akan disesuaikan di kemudian hari dan 
disempurn·akan sesuai dengan perkembangan teori dan praktik 
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. 

BAB VII 
PENUTUP 

B. Sistematika Pelaporan 
Isi laporan penyelenggaraan SPIP meliputi: 
1. Pemahaman; 
2. Hasil pemetaan infrastruktur dan penerapannya; 
3. Kegiatan pembangunan infrastruktur; 
4. Pelaksanaan internalisasi; 
5. Pengembangan berkelanjutan. 
Pelaporan atas penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan mekanisme 
sebagai berikut: 
a. Ketua Satgas SPIP pada tingkat SOPD, setiap 1 (satu) tahun 

melaporkan pelaksanaan penerapan SPIP ditujukan kepada Ketua 
Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan paling 
lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya; 

b. Ketua Satgas SPIP pada tingkat Pemerintah Kabupaten Konawe 
Kepulauan, setiap 1 (satu) tahun melaporkan pelaksanaan 
penerapan SPIP kepada Pengarah/Penasehat paling lambat akhir 
bulan Februari tahun berikutnya. 

d. Anggota, adalah pejabat/ staf SOPD yang ditunjuk oleh pimpinan 
SOPD· dan mempunyai tugas : 

1) Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja dan 
berbagai instrumen penyelenggaraan SPIP di SO PD; 

2) Membantu Ketua Satgas dalam mengkoordinasikan 
penyelenggaraan SPIP di SOPD; dan 

3) Membantu Ketua Satgas sebagai agen perubahan dalam 
memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan SPIP SOPD 
kepada pegawai di lingkungan kerjanya. 
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Petunjuk Pelaksanaan SPIP digunakan se bagai acuan dalam rangka 
menerapkan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Konawe Kepulauan. Setelah petunjuk pelaksanaan SPIP 
ditetapkan dan diberlakukan, maka setiap SOPD di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Konawe Kepulauan wajib melaksanakannya. 

• Dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern di lingkungan SOPD, dilakukan pengawasan atas 
penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan. 

Petunjuk Pelaksanaan SPIP akan disesuaikan di kemudian hari dan 
disempurnakan sesuai dengan perkembangan teori dan praktik 
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. 

BAB VII 
PENUTUP 

B. Sistematika Pelaporan 
Isi laporan penyelenggaraan SPIP meliputi: 
1. Pemahaman; 
2. Hasil pemetaan infrastruktur dan penerapannya; 
3. Kegiatan pembangunan infrastruktur; 
4. Pelaksanaan in ternalisasi; 
5. Pengembangan berkelanjutan. 
Pelaporan atas penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan mekanisme 
sebagai berikut: 
a. Ketua Satgas SPIP pada tingkat SOPD, setiap 1 (satu) tahun 

melaporkan pelaksanaan penerapan SPIP ditujukan kepada Ketua 
Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan paling 
lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya; 

b. Ketua Satgas SPIP pada tingkat Pemerintah Kabupaten Konawe 
Kepulauan, setiap 1 (satu) tahun melaporkan pelaksanaan 
penerapan SPIP kepada Pengarah/Penasehat paling lambat akhir 
bulan Februari tahun berikutnya. 

d. Anggota, adalah pejabat/ staf SOPD yang ditunjuk oleh pimpinan 
SOPD dan mempunyai tugas: 

1) Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja dan 
berbagai instrumen penyelenggaraan SPIP di SOPD; 

2) Membantu Ketua Satgas dalam mengkoordinasikan 
penyelenggaraan SPIP di SOPD; dan 

3) Membantu Ketua Satgas sebagai agen perubahan dalam 
memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan SPIP SOPD 
kepada pegawai di lingkungan kerjanya. 
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